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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, 

lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja, bahkan langsung atau tidak 

langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta 

masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah 

memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika diubah menjadi Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang 

narkotika dan akhirnya saat ini digunakan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini 

diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah 

di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi 

pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang 

tindak pidana lainnya.  

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai 

Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan 

upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja 
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sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif 

yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. 

Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi 

pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut 

indikasi medis atau standar pengobatan, terlebih lagi bila disertai 

peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu 

maupun masyarakat luas, khususnya generasi muda.1 

Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota besar 

saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik 

Indonesia, mulai dari tingkat social ekonomi menengah, bawah, sampai 

tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahguna Narkotika 

paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda 

adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu 

kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap 

ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.2 

Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih 

ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban 

kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena 

itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses 

peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga 

pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman. 

                                                           
1
 Moh Taufik Makaro, dan Moh Zakky Suharsil, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2005, h. 16 
2
 Ibid, h. 17 
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sehinggadalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban 

penyalahgunaan narkotika tersebut adalah merupakan kewajiban 

pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan 

maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan 

tanggung jawab masyarakat pada umumnya.  

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, 

bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam 

satu sistem pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik 

beratkan untuk pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian 

dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani 

hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan 

masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka 

tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.  

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan 

kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan 

narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, 

yaitu:  

a.  Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.  
b.  Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. 
c.  Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling 

narapidana pada saat masih diluar Lembaga 
Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka 
masyarakat, atau pejabat setempat.  
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d.  Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas 
keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, 
Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain 
sebagainya.3  

 
Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah 

pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, 

pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, 

dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, 

sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah 

masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya 

memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar 

dari lembaga pemasyarakatan.4 

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru 

pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran 

narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, 

kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya 

dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :5 

a.  Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam 
suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan 
mengenali diri sendiri.  

b.  Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai mahluk Tuhan 
yang mempunyai keterbatasan dan sebagai mahluk yang mampu 
menentukan masa depannya sendiri.  

c.  Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk 
mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi 
diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, 
memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan 

                                                           
3
 Harsono Hs, C.I. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Djambatan. Jakarta, 

1995, h. 45 
4
 Ibid, h. 46 

5
 Ibid, h. 47 
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selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, 
yaitu diri sendiri.  

d.  Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri 
kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.  

e.  Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal 
diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan 
mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan 
masyarakat sekelilingnya.  

f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, 
kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan 
negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun 
bangsa dan negara.  

g.  Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, 
narapidana diharapkan untuk mempu berfikir secara positif, 
mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak 
berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana 
diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.  

h.  Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah 
mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang 
kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu 
merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk 
lebih baik lagi.  

i.  Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya 
untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah 
mampu berfikir,mengambil keputusan dan bertindak, maka 
narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai 
konsekuen atas langkah yang telah diambil.  

j.  Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini 
diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan 
kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, 
halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah 
dan kehidupannya.6 

 
Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk 

mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku 

menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan 

terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang 

                                                           
6
 Harsono Hs, C.I. Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Djambatan. Jakarta, 

1995, h. 51 
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bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan 

cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian 

tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita 

karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar 

bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.7  

Namun, penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di 

Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar 

ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, 

lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak 

hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan 

terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem 

pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga 

narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam 

Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah 

diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan 

narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebaga Pembina narapidana.8 

Setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari Lapas. 

Misalnya, pada bulan April 2017, yang di posting oleh sindonews.com3 

                                                           
7
 Ibid, h. 52 

8
 Muhammad Amin Imran, Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional 

Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga 
Pemasyarakatan, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 
02 Agustus 2013, Hal 328 
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upaya penyelundupan narkoba oleh pembesuk perempuan ke dalam 

Lapas kelas I Semarang di gagalkan pertugas pemasyarakatan dengan 

modus menyembunyikan 42 paket sabu di paha yang di duga kuat paket 

sabu tersebut untuk suaminya yang merupakan terpidana 5 tahun dengan 

kasus narkoba di Lapas Semarang.9  Badan Narkotika Nasional (BNN) 

bahkan menyebutkan 90 persen lebih transaksi narkoba yang berhasil 

diungkap, dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan(lapas).10 

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran 

menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem 

pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian 

penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan 

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.11  

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

                                                           
9
 Sindonews.com, Selasa, 19 November 2017, 16.46 WIB: 42 Paket Sabu dan 2 

Ponsel gagal Diselundupkan ke Lapas Kedungpane, dalam 
https://daerah.sindonews.com/ read/1196224/22/42-paket-sabu-dan-2-ponselgagal-
diselundupkan-ke-lapas-kedungpane-1491903975/ 

10
 Kompas.com,Selasa, 19 November 2017, 16.46 WIB: Kepala BNN: 90 Persen 

Transaksi Narkoba Dikendalikan dari Dalam Lapas", 
https://regional.kompas.com/read/2019/08/14/11164041/kepala-bnn-90-persen-transaksi-
narkoba-dikendalikan-dari-dalam-lapas 

11
 Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, 

2015, h. 2 
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Negara. Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang setiap narapidana 

atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 

mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan 

lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang 

diatur dalam Pasal 10 ayat (3).PadaPasal 17 Permen No. 6 Tahun 

2013Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau 

tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan 

meneruskan kepada instansi yang berwenang. 

Seperti pada perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 206 K/Pid.Sus/2024 bahwa terdakwa 1 Hariyanto bin Abdul Mukid, 

terdakwa 2 Afif Sifaullinas als Jon bin Puput Supriyanto dan terdakwa 3 

Dino Sandhy Ramahdan als Nomplok bin Paimin pada hari Selasa tanggal 

21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 

2023 bertempat di Lapas Klas II-A Madiun atau pada tempat dalam 

daerah hukim pengadilan Negeri Kota Madiun, tanpa hak atau melawan 

hukum melakukan Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau 

melawan hukum menawarkan untuk menjual ,menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 

Narkotika Golongan I 

Pada hari Jum’at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di 

Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jl.Yos sudarso No.106 Kel.Madiun Lor 

Kec.Manguharjo Kota Madiun terdakwa Hariyanto bin Abdul Mukid, 

terdakwa Afif Sifaullinas als Jon bin Puput Supriyanto dan terdakwa Dino 
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Sandhy Ramahdan als Nomplok bin Paimin ke tiganya penghuni lapas 

Klas II-A Madiun telah bermufakat untuk memasukkan narkotika jenis 

sabu dari luar Lapas/Penjara ke dalam Lapas Klas II-A Madiun. Bahwa 

terdakwa Hariyanto bin Abdul Mukid dengan menggunakan alat 

komunikasi HP OPO F 9 warna Merah bersama orang diluar 

Lapas/Penjara dengan inisial Didik Wahyu (DPO) sepakat transaksi jual 

beli dan memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Klas II-A 

Madiun sebanyak 10 (sepuluh) gram, per 1 (satu) gramnya seharga 

Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) total sebesar Rp.8.000.000.-

(delapan juta ribu rupiah) dengan cara pembayaran setelah bahan 

(Narkotika jernis sabu) tersebut terjual. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan dengan judul 

tesis: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Atas Tindakan 

Secara Bersama-Sama Memasukkan Narkotika Jenis Sabu Kedalam 

Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024) 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam 

perundang-undangan? 
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2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas tindakan 

secara bersama-sama memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam 

lemabaga pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024? 

3. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana 

kepada pelaku atas tindakan memasukkan narkotika jenis sabu ke 

dalam lembaga pemasyarakatn dalam Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024?  

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum terhadap tindak 

pidana narkotika dalam perundang-undangan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku atas tindakan secara bersama-sama memasukkan 

narkotika jenis sabu ke dalam lemabaga pemasyarakatan berdasarkan 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 

K/Pid.Sus/2024. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertimbangan hukum hakim 

terhadap sanksi pidana kepada pelaku atas tindakan memasukkan 

narkotika jenis sabu ke dalam lembaga pemasyarakatn dalam Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024 
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D. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ; 

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk 

memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan 

penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana narkotika. 

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang 

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

peredaran narkotika jenis sabu di dalam lembaga pemasarakatan. 

 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada 

dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan 

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik 

adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan 

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.12 

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada 

teori, mengenai atau menurut teori.13 Kata teori berasal dari kata theoria 

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri 

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil 

                                                           
12

 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92. 

13
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta, 2001, h. 156  
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pandang. 14  Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah 

merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis 

diambil atau dihubungkan.  

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru 

sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” 15 

Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana 

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.16 

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari 

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian 

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 17 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :  

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang 
penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta 
memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang 
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan 
ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan 
demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan 
dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.18 

 
a. Teori Penegakan Hukum 

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil 

bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan 

                                                           
14

Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184 

15
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 

Jakarta, 2010, h. 35  
16

Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254. 
17

Ibid., h. 253. 
18

Ibid.  
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yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi 

pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu 

hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan 

mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa 

hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. 

Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, 

menjelaskan bahwa: 

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan 
yang menekan aspek “seharusnya” atau “das sollen”, dengan 
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 
Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. 
Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 
menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam 
masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat 
dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 
kepastian hukum.19 

 
Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian 

hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh 

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau 

dilakukan oleh negara terhadap individu.20 

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah 

menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan 

                                                           
19

 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenada 
Kencana Media Group, h. 158 

20
 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, 

Yokyakarta, Laskbang Pressindo, h. 59 
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kemasyarakatan.Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. 

Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus 

menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya 

kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.Ada 2 

(dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena 

hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. 

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-

banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu 

tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu 

dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam 

undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan 

berlain-lainan. 21  Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman 

positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya 

sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti 

semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.22 

Undang-undang dan hukum diidentikkan,23 

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu 

negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep rechstaat lahir dari 

suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, 

sebaliknya konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini 

                                                           
21

 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 35 
22

 Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori 
Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43. 

23
 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam 

Perkara Pidana, Bandung,Alumni, 2005, h.120. 
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tampak baik dari isi maupun kriteria rechstaat dan rule of the law itu 

sendiri.24 

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang 

berdasarkan pada konsep rechtstaat dan rule of the law tersebut, maka 

muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa 

kontinental yang disebut civil law dan sistem hukum common law atau 

Engglish-Law. 

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide 

demokrasi dapat dilihat dalam dua mainstream, pertama demokrasi pada 

negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum 

dinamis.25 

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk 

melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik 

kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan 

pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari 

penguasa yang depostik.26 

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi 

kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum 

tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah 

                                                           
24

 Philipus M. Hadjon, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 
Surabaya, Bina Ilmu, h. 72. 

25
 Mariam Budiarjo, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Indonesia, 

Jakarta, h. 56 
26

Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual 
maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat 
berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau 
diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah 
bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, 
sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerintahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Oligarki
https://id.wikipedia.org/wiki/Absolutisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
https://id.wikipedia.org/wiki/Monarki
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sekalipun, sesuai dengan dalil, government by the law, not by men 

(pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).27 

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai  

panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep 

negara hukum (rechtstaat). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam 

sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur 

berdirinya negara hukum (rechstaat), yaitu: adanya pengakuan terhadap 

hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan 

berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.28 

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum 

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh 

dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan 

atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai 

dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang 

berdasarkan pada pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa 

dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup 

bangsa Indonesia. 

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang 

keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi 

                                                           
27

 Mariam Budiarjo, Op. Cit., h. 57.  
28

Ibid. 
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atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.Teori 

keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan 

Jhon Rawls.Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, 

bangsa dan negara.29 

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para 

ahli, pembicaran tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai 

saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang 

esensi keadilan.Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan 

dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.30 

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini 

adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang 

mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan 

sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip 

kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan 

agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial 

adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-

lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental 

serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.31 

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni 

dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang 

bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu 

                                                           
29

 HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada 
Penelitian Desertasi dan Tesis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2. 

30
Ibid., h. 25. 

31
 Rawls, J hon, 2006, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, 

Yokyakarta, h. 26. 
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menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu 

penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang 

pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa 

yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan 

kepada semua pihak.32 

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama 

(klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia 

senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari 

hukum yang ada.Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan 

kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab. 

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai 

pendekatan yang berbeda, sehingga konsepkeadilan yang tertuang dalam 

banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, 

dan teori hukum yang ada.Konsep keadilan menurut Jhon Rawls 

misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua 

arus utama. Pertama, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih 

mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri.Kedua, aliran 

institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.33 

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk 

mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara 

konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang 

                                                           
32

 Dirjosisworo, Soedjono, 2008,  Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, h. 11. 

33
 Nainggolan, Jogi,  2015, Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas 

Hukum,  Refika Aditama, Jakarta, h. 51. 
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mengandung asasbahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak 

mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang 

sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang 

fundamental.34 

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh 

Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur 

manfaat.Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping 

aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret 

menurut ukuran manfaatnya.35 

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral 

tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan 

mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga 

bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan 

prosedural).36 Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat 

menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, 

yaitu: 

1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya 
keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat 
dan waktu. 

2) Adanya persamaan hak dan kewajiban. 
3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan 

substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai 
perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya 
putusan oleh para pihak.  

4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-
undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan. 

                                                           
34

Faisal, 2015, Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir, 
Thafamedia, Yokyakarta, h. 38. 
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Ibid., h. 39. 
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5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang 
dihasilkan. 37  
 

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan 

prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak 

memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan 

standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, 

kelas, ataupun status sosial. 38  Secara teoritis dapat dikemukakan 

beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, 

yaitu: 

1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. 
Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata 
tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu. 

2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan 
bagian sesuai dengan keperluan yang nyata. 

3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan 
bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang 
diberikan kepadanya. 

4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga 
masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif 

5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, 
misalanya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.39 

 
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan 

sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan 
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 HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., h. 34. 
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pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena 

perbuatannya itu.40  

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah 

menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan 

atau tujuan untuk memuaskan para pihak yang dendam baik masyarakat 

sendiri maupun pihak yang dirugikan yang menjadi korban dari 

kejahatan.41 

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau 

suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang 

tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat 

bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak 

mungkin ada.  

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban 

pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak 

pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. 

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu 

hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, 

namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila 

didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya 

kemampuan bertanggungjawab seseorang.  

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah 

asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas 
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dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya 

pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang 

salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang 

diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu 

yang telah disepakati.42  

 

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam 

pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana 

tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya 

menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau 

dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak 

pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang 

yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau 

tidak. 

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu 

dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan (punishment). 

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatan 

yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, 

fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana 

sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi control sisosial 

sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.  

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law 

system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban 

pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran 
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yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu 

kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena 

pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang 

tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana 

dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak 

adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada 

pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.  

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai 

kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan 

perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran 

terhadap undang-undang maka orangtersebut wajib bertanggungjawab 

atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur 

pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi 

seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang 

terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan 

terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, 

dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan 

pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.  

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system 

pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP 

sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun 

kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan 

maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.  
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Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan 

kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat 

para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat 

simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur 

kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh 

pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan 

perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana 

maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan 

juga harus dibuktikan.43 

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari 

peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung 

jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak 

dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban.  

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi 

batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam 

membeda - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan 

kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu 

perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk 

menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor 

akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, 

sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 

dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan.44 
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Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal 

pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - 

bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak 

boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan 

perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, 

menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan 

dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat 

dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat 

membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang 

ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat 

sesuai dengan yang ditentukan hukum.45 

 

Seseorang yang  dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya 

sehat,  apabila; 

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya  

bertentangan dengan hukum 

2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 

tersebut.46 

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab 

diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barangsiapa 

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu 

karena penyakit, tidak dipidana.” 

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang 

jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan 

karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya 

bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari 
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kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. 

 
c. Teori Pemidanaan  

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 

juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 

umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan 

sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena 

seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah 

berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain 

takut melakukan kejahatan serupa.  

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, 

adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 

hukumnya (berechten).”47  

Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan 

pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo 

menyatakan bahwa :2 “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri 

merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. 

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah 
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sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana 

ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.“48  

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan 

masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya 

untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan 

mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak 

pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan 

hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan 

karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, 

manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang 

satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan 

kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum 

menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman 

terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal 

yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat 

tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.  

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya 

balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 

kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 

kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem 

                                                           
48

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana 

Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98. 



28 
 

 
 

pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang 

menyatakan :  

Pidana terdiri dari :  

a.  Pidana Pokok :  

1.  Pidana Mati.  

2.  Pidana Penjara.  

3. Pidana Kurungan.  

4.  Pidana Denda.  

b.  Pidana Tambahan :  

1.  Pencabutan Hak-hak tertentu.  

2.  Perampasan Barang-barang tertentu.  

3.  Pengumuman Putusan Hakim.  

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu 

perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis 

kepada orang yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada 

beberapa jenis/bentuk hukuman yang sebagai berikut :  

1.  Pidana Pokok berupa :  

a.  Hukuman Mati  

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari 

susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. 

Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh 

pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) 

dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah 
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seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan 

grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. 

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 

sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan 

pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.  

b.  Hukuman Penjara  

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan 

hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 

ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu 

atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 

lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan 

selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang di 

terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan 

pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang 

apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan 

pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan 

dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di 

mana mereka akan di tempatka di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak di perkenankan membawa 

uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang 
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yang di anggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata 

tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.  

c.  Hukuman Kurungan  

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga 

merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak 

dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 

tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang 

diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-

rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan 

mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang 

berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan 

suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan 

tersebut. P.A.F Lamintang berpendapatan : “Pidana kurungan hanya 

dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orangorang dewasa, dan 

merupakan satu-satunya jeni pidana pokok berupa pembatasan 

kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-

orang yang telah melakukan pelanggaranpelanggaran, sebagaimana 

yang terlah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana”49 

d.  Hukuman Denda  

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang 

ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya 
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dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga 

merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara 

mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum 

pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan 

atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang 

ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan 

minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 

30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana 

denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima. 

2.  Pidana Tambahan berupa :  

a. Pencabutan hak-hak tertentu  

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu 

sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi 

dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan 

Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya 

yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, 

baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan 

ketentuanketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan 

lainnya itu adalah :  

1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;  

2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;  
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3) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam 

pemilihanpemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-

peraturan umum; 

4) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat 

oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu 

atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak 

sendiri;  

5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari 

anakanaknya sendiri; dan  

6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.  

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang 

pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu 

menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah 

ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan 

pencabutan hak seperti itu.  

b.  Perampasan barang-barang tertentu  

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-

barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-

barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :  

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 

kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 

kejahatan, dapat dirampas;  



33 
 

 
 

2) Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 

dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam 

Undangundang;  

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap norang-orang yang 

bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 

barang-barang yang telah disita.  

c.  Pengumumam Keputusan Hakim  

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa 

diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang 

telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas 

keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di 

dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan 

berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 

huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki 

maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu 

penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui 

orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.  

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di 

satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan 

bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah di 

cemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu 
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tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa 

pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk 

diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana 

pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah 

diberikan orang kepadanya, atau setidak-tidaknya karena pelakunya 

telah melakukan tindakantindakan yang menunjukan bahwa ia bukan 

merupakan orang yang dapat di percaya. 

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku 

tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu 

dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan 

menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan 

ataupun Rumah Tahanan.  

P.A.F. Lamintang menyatakan :  

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup 
orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan 
mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib 
yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan 
dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah 
melanggar peraturan tersebut”50 

 
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya 

mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan 

akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya 

kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga 

kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi 
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hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan 

terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya 

kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat 

serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. 

Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat 

(stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi 

melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering di soroti ialah bahwa 

pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau 

penurunan derajat dan harga diri manusia.51 

Tujuan memasukan seseorang terpidana ke Lembaga 

Pemasyarakatan bertujuan untuk :  

a.  Agar petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan akan lebih 

mudah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.  

b.  Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana.  

c.  Agar warga pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatannya 

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung 

jawab.  

d.  Agar narapidana itu tidak bisa melarikan diri.  

Pandangan utilitarian dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan 

gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, 

dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi 

kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di 
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atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan 

behaviorial. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, behaviorial ini juga 

berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan 

kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah 

laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, 

pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham determinisme yang 

ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai 

kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut 

pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang 

dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan 

individu itu sendiri. 

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan 

pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga 

pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang 

integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam 

rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana 

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori 

integratif ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang 

bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang 

bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. 

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam 

suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan 

psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran 
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pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman 

hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan 

kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu 

kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana 

adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan 

sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.  

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat 

bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap 

penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum 

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin 

hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan 

suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang 

yang melakukan pelanggaran hukum.52 

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU 

KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni 

pencegahan umum (generale preventie) terutama teori pencegahan 

umum secara psikologis (psychologische dwang) dan pencegahan khusus 

(speciale preventie) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak 

mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan 

menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan 

bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi 

mendidik dan memperbaiki.  
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Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: 

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan 

mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga 

berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. 

Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia. 

 
2. Kerangka Konsep 

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah 

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan 

realitas.  

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah 

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu 

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan 

pegangan pada proses penelitian ini.  Menghindari terjadinya perbedaan 

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu 

dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai 

berikut:  
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1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana 

merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”53 

2. Tindakan adalah mulai bertindak; mengadakan aturan-aturan;54 

4. Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika adalah  

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 
baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 
ini. 
 

5. Shabu atau metamfetamin adalah sejenis obat psikostimulan yang 

bersifat sangat adiktif dan bekerja secara aktif dalam sistem saraf 

pusat. Shabu memiliki efek paling kuat dibandingkan jenis obat stimulan 

lainnya seperti amfetamin, kokain, efedrin, dan methylphenidate.55 

6. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan 

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
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F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Islam Sumatera Utara dan  browsing melalui internet terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah: 

1. Tesis Bambang Suistyo,SH, NIM : 11010110403005 mahasiswa 

Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2012. 

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini 

adalah mengenai: “Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam 

Rangka Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 

(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)” 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Apa 

tugas dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan Balai 

Pemasyarakatan dalam Pembimbingan klien penyalagunaan 

narkoba?, Mengapa Klien Narkotika Balai Pemasyarakatan 

melakukan pengulangan tindak pidana narkotika? Dan Bagaimana 

pembimbingan klien narkoba yang akan datang? 

2. Tesis Gilang Fajar Shadiq, NIM: 2013821004, Mahasiswa Magister 

Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Katholik 

Prahyangan, Bandung, 2017.  
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Judul penelitian/Tesis: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Narkotika New Psychoactive Substance Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

Apakah terhadap pelaku penyalahgunaan atau peredaran gelap NPS 

(New Psychoactive Subtance) yang belum diatur dalam golongan 

narkotika dapat dikenakan ketentuan hukum di dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang 

diketahui, penelitian Tentang: Pertanggungjawaban Pidana Atas 

Tindakan Secara Bersama-Sama Memasukkan Narkotika Jenis Sabu 

Kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024) belum pernah 

dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan 

Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik 

penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya. 

 
G. Metode Penelitian  

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, 

artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan 

halhal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta 

atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual 
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dan cermat.56 Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-

mata menggambarkan suatu objek untuk menggambil kesimpulan-

kesimpulan yang berlaku secara umum.57 

Penelitian ini adalah jenis penelitian adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian 

yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengeumpulan data 

sedalamdalamnya. 58  Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk 

mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami 

situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian 

kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan 

menginterprestasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbgai 

arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. atau 

menyimpulkan kombinasi dari berbgai arti permasalahan sebagaimana 

disajikan oleh situasinya.59 

 

2. Metode Pendekatan 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam 

penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

                                                           
56

 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7 
57

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. 
Psikologi UGM, 1986), h. 3 

58
 Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis 

Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi 
Pemasaran, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 56 

59
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

1990), h. 5 
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(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).60 

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan 

dengan menelaah putusan pengadilan atas suatu kasus yang terkait 

 
3. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 K/Pid.Sus/2024. 

 
4. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan 

mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-

undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat 

kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun 

penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut 

pengelompokan yang tepat. 

 
 

                                                           
60

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93 
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5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

a. Jenis Data  

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti.  

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian 

ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan.61 

 

b.  Sumber Data  

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat 

kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa  

a.  bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri 

dari:  

1)  UUD 1945;  

2) KUHP 

                                                           
61

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 13-14. 
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3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 

K/Pid.Sus/2024;  

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya 

ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, 

e-book, dan makalah. 

c. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan 

(library research);  Dengan metode ini penulis dapat 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari 

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian 

permasalahan dalam tesis ini. 

 
6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian 

mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data 

kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan 

yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan 
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pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang 

menjadi sasaran atau objek penelitian.62  

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang 

logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang 

berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang 

hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian 

melakukan konklusi dari penelitian tersebut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69. 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 
NARKOTIKA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 

 

A. Pengertian Narkotika  

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu 

narke yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang 

Amerika menyebutnya dengan nama narcotic, di Malaysia dikenal dengan 

istilah dadah.63 

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang 

dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan 

hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.64 

Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika 

yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau 

obat-obatan untuk penyakit tertentu.65 Adapun juga pengertian narkotika 

menurut beberapa ahli yaitu:  

a.  Smith Kline dan French Clinical (1998)  

Narkoba ialah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu 

bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam 

                                                           
63

 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: 

Mandar Maju, 2003, h. 35 
64

 Adam Chzawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002, h. 71 
65

 http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-

narkoba diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 
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tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya 

rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya 

khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam 

dunia medis dan memiliki tujuan dan dimanfaatkan bagi pengobatan 

dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa 

sakit dan lain-lain.  

b.  Jackobus (2005)  

Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan.  

c.  Kurniawan (2008)  

Narkoba ialah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi 

seperti perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku jika masuk ke 

dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, dihirup, diminum, 

suntik, intravena, dan lain sebagainya.66 

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

                                                           
66

 http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-

ahli.html diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 
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ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika di satu sisi 

merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau 

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi 

lain dapat pula meimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 

apabila salahgunakan dan penyebab nya dapat terjadi kecanduan yang 

dapat merusak tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian.  

 
B. Penggolongan Narkotika  

Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika 

tidak dapat lepas dari cengkramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang 

sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) 

yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, 

jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu:  

a.  Narkotika golongan 1 (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. 

Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk 

kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. 

Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.  

b. Narkotika golongan 2 (dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya 

adalah petidin, benzetidin, betamatedol, dan lain-lain  

c.  Narkotika golongan 3 (tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif 

ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya 

adalah kodein  
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Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga 

golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, narkotika sintetis:67  

a.  Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari 

tumbuhan (alam) contohnya:  

1)  Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun 

singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlahnya jari 

nya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di 

beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, 

Sumatra Selatan, Pulau Jawad an lain-lain. Daun ganja sering 

digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan 

sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah. Namun, tidak 

demikian bila dengan dibakar asapnya dihirup. Cara 

penyalahgunaanya dengan dikeringkan dan dicampur dengan 

tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap.  

2)  Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin 

dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling 

dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. 

Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pemadat-pemadat 

“kelas tinggi”.  

3)  Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang 

matang bewarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas 

masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah 

                                                           
67

 http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html, diakses pada tanggal 19 

Maret 2021 Jam 19.00 WIB 
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kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka 

kemudian diolah menjadi kokain.  

4)  Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Dari getah 

bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, 

opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi 

kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka 

saat berperang atau ketika sedang berburu.  

b.  Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil 

zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:  

1)  Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa 
sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Morphin 
merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah dan 
merupakan alkaloida yang terdapat dalam opium berupa serbuk 
putih. Konsumsi morphin biasa dilakukan dengan cara dihisap atau 
disuntikkan. Karena morphin tergolong dalam jenis turunnya aktifitas 
neuron, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran berkalut.68 

2)  Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk  
3)  Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan 

sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis 
heroin yang populer saat ini saat ini adalah “putauw”. Heroin 
diperoleh dari morphin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal 
dengan istilah “acetylion” (karena menggunakan acetica anhidrida 
dan acety chloride). Heroin (diacetylmorphine) adalah obat illegal 
yang sangat adiktif dan penggunaannya merupakan masalah serius 
di amerika. Heroin adalah golongan opiat yang paling banyak 
disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morphin, 
suatau zat alami yang di ekstrak dari biji varietas tanaman poppy 
tertentu.69 

4)  Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan berasal dari 
tanaman Erythroxylon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun 

                                                           
68

http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-

narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine diakses pada tanggal 19 Maret 2025 Jam 
19.00 WIB 

69
 https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/ diakses pada 

tanggal 19 Maret 2025 Jam 19.00 WIB 
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tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu 
dengan cara dikunya. Kokain dapat memicu metabolisme sel 
menjadi sangat cepat70 

 
c.  Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. 

Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang 

yang menderita ketergantungan obat (subsitusi). Contohnya:  

1)  Petidin adalah obat untuk bius local, operasi kecil, sunat, dan lain-

lain.  

2)  Methadone adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba.  

3)  Naltrexone adalah obat untuk pengobatan pecandu juga.  

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh 

dokter kepada penyalahguna narkoba atau pecandu untuk menghentikan 

kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atu sakaw. 

Narkotika sintetis berfungsi sebagai obat “pengganti sementara”. Bila 

sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit 

demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.  

 
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika  

Narkotika sebenarnya dapat digunakan di bidang kesehatan yang 

dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi dan menghilangkan 

rasa nyeri, atau lazimnya dianggap memiliki efek analgesik, tetapi pada 

umumnya tidak semua narkotika dapat digunakan dalam pengobatan. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi 

                                                           
70

 https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-
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menjadi tiga golongan jenis narkotika, dan narkotika yang dapat 

digunakan dalam bidang kesehatan adalah narkotika yang jenis nya ada 

pada golongan dua dan tiga.71 

Pada umumnya narkotika tersebur sudah beredar luas di Indonesia 

dan sebagian oknum-oknum menjadikan bisnis demi mengambil 

keuntungan pribadinya dan tidak memikirkan dampak yang timbul bagi 

pengguna narkotika. Sejatinya narkotika merupakan zat yang dapat 

merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma 

ketergantungan kepada penggunanya, sehingga jika narkotika digunakan 

tidak pada tempatnya yang benar, akan menimbulkan bahaya bagi 

penggunanya, bahkan dapat mengakibatkan kematian.72 

Adapun juga dampak negatif yang dapat di timbulkan pada 

pengguna narkotika tersebut yaitu:  

a.  Dampak tidak langsung  
1)  Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan 

perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digeroti zat 
beracun.  

2)  Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik.  
3)  Keluarga akan malu besar karena anggota keluarga yang 

memakai zat terlarang.  
4)  Tidak dipercayai lagi pada orang karena pecandu gemar 

berbohong dan melakukan tindak criminal.  
5)  Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/ penjara  

b. Dampak langsung narkotika bagi jasmani  
1)  Gagguan pada jantung.  
2)  Gangguan pada hemoprosik.  
3)  Gangguan pada traktur urinarius.  
4)  Gangguan pada otak.  
5)  Gangguan pada tulang.  
6)  Gangguan pada pembuluh darah.  

                                                           
71

 https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis 

diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 
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 H.Didik Effendi, 2014, cetakan I, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta, h. 4. 
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7)  Gangguan pada endorin.  
8)  Gangguan pada kulit.  
9)  Gangguan pada sistem saraf.  
10)  Gangguan pada sistem pencernaan.  
11)  Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti 

HIV/AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dll.73  
 
D. Narkotika Jenis Baru  

Narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 adalah zat 

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis 

maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilang nya rasa, mengurangi sampai hilangnya 

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan 

kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-

Undang No.35 Tahun 2009 tentang Nakotika  

Pengertian Narkotika jenis baru tersebut adalah Narkotika yang 

sama sekali atau yang sudah belum terdaftar dalam Undang-Undang 

narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Narkotika jenis baru 

ini efeknya sama seperti narkotika yang sudah masuk dalam golongan I, 

II, III bahkan narkotika jenis baru tersebut memiliki efek yang lebih parah 

dari pada narkotika yang sudah terdaftar dalam Undang-Undang. 

Narkotika jenis baru ini sama juga memiliki jenis yang cair maupun yang 

berbentuk seperti tembakau.  

Beberapa contoh narkotika jenis baru yang sudah beredar di 

kalangan masyarakat:  
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 http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-
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a.  Pil PCC 

Pil PCC merupakan sejenis pil yang memiliki kandungan bahan 

aktif generik paracetamol, caffeine, dan juga corisoprodol. Ketiga zat 

aktif tersebut memiliki cara kerja masing-masing yang berbeda namun 

tetap memiliki keterkaitan satu sama lain. Sejatinya, obat jenis ini 

digunakan untuk penghilang rasa sakit, melemaskan otot dan juga 

untuk obat jantung yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan tanpa 

resep atau izin dari dokter.  

Menurut BNN Pil PCC tidak tergolong kedalam jenis narkotika 

manapun. Sementara itu dipihak lain, Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM) juga menyatakan bahwa PCC tidak termasuk 

kedalam jenis obat yang terdaftar BPOM.  

Kasus penyalahgunaan pil PCC yang sempat menghebohkan 

Indonesia di waktu lalu setelah puluhan pelajar Kendari, Sulawesi 

Tenggara kejang-kejang dan berhalusinasi setelah menelan pil PCC.74 

b.  Flakka  

Flakka adalah jenis narkoba paling Berbahaya saat ini. Efek dari 

narkoba berbentuk kristal putih atau pink dengan bau menyengat ini 

membuat penggunanya bertingkah liar dan hilang kendali seperti 

zombie.75 
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 https://salamadian.com/apa-itu-pil-pcc/ diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 
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tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB 
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Flakka tersebut juga mengandung zat pyrrolidinopentiophenone 

atau PVP atau alpha-PVP.  

c.  Tembakau Gorila  

Tembakau cap gorilla sama halnya dengan tembakau pada 

umumnya. Hanya saja setelah melalui uji labolatorium diketahui bahwa 

tembakau tersebut bercampur dengan zat kimia synthetic cannabinoids 

atau AB-Chminaca.76 

Tembakau cap gorilla ini dibuat dari bahan alami organik yaitu 

cengkeh, Lion’s Tail dan Wild Dagga. Ketiga tumbuhan ini dikeringkan 

dan ditumbuk sehingga menjadi satu. Cara pengkonsumsiannya juga 

sama seperti rokok yaitu di hisap dan dikeluarkan kembali.77 

Efek samping yang ditimbulkan dari tembakau gorilla dapat 

merasakan seperti tertimpa oleh gorilla raksasa, hilang kesadaran atau 

juga sering disebut fly seperti pengguna ganja, dapat juga menimbulkan 

depresi. Untuk fisik, dapat dirasakan setelah pemakaian yang cukup 

banyak. Misalnya satu linting sendiri, setelah itu keringat mengucur dan 

kepala terasa penat. Rasanya mirip tidur terlalu lama. Setelah bangun 

tidur pun efek itu masih terasa sampai seharian.78  
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 https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/06/okyf82361-fakta-

efek-tembakau-gorila-hingga-mengancam-jiwa diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 
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E. Dasar Hukum Narkotika  

Di dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotika menyatakan: “Ketentuan mengenai perubahan 

penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan peraturan Menteri.”  

Dasar hukum yang dipakai untuk memberantas narkotika jenis baru 

atau yang lebih spesifik Tembakau Gorilla adalah Undang-Undang Nomor 

35 tentang Narkotika sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Narkotika 

yang bisa membuat penghisapnya merasa tertimpa gorilla itu 

mengandung zat AB-Chminaca, kandungan ini lah yang membuat 

tembakau gorilla masuk dalam golongan I angka 86. 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.” Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan 

penggunaanya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. 

Sehingga pengguna narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 

diatas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan 

narkotika dan akan memperoleh pidana/ ancaman pidana sesuai yang 

diatur dalam Undang-Undang tersebut.  
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Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, yaitu: “penyalahgunaan adalah orang yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”  

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian:  “Peredaran gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan 

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekusor 

Narkotika.”  

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang terdapat dalam pasal:  

a.  Pasal 111 Ayat (1) dan (2)  

b.  Pasal 112 Ayat (1) dan (2)  

c.  Pasal 113 Ayat (1) dan (2)  

d.  Pasal 114 Ayat (1) dan (2)  

e.  Pasal 115 Ayat (1) dan (2)  

f.  Pasal 116 Ayat (1) dan (2)  

g.  Pasal 117 Ayat (1) dan (2)  

h.  Pasal 122 Ayat (1) dan (2) 

Dengan demikian, dari uraian datas tentang bentuk-bentuk 

penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis-jenis narkotika diatur dalam 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 maka tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

a.  Penguasaan Narkotika.  

b.  Produksi Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.  

c.  Jual-beli Narkotika. 

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang 

narkotika dapat dibagi menjadi beberpa tahap yaitu : 

1.  Masa berlakunya berbagai Ordonantie Regie; 

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena 

setiap wilayah mempunyai Ordonantie Regie masing-masing seperti 

Bali Regie Ordonantie, Jawa Regie ordonantie, Riau Regie Ordonantie, 

Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie 

Ordonantie, Tapanuli Regie ordonantie, Ambon Regie Ordonantie dan 

Timor Regie Ordonantie. Dari berbagai macam Regie Ordonantie 

tersebut, Bali Regie Ordonantie merupakan aturan tertua yang dimuat 

dalam Stbl 1872 No. 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam : 

a.  Morphine Regie Ordonantie Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484 

dan No. 485; 

b.  Ookust Regie Ordonantie Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1912 No. 

255; 

c.  Westkust Regie Ordonantie Stbl 1914 No.562, Stbl 1915 No. 245; 

d.  Bepalingen Opium Premien Stbl 1916 No. 630. 
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2.  Berlakunya Verdovende Midellen Ordonantie (Stbl 1927 Nomor 278 jo 

Nomor 536); 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat 

Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang 

berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan 

persetujuan Raad Van Indie mengeluarkan Stbl 1927 No. 278 jo No. 

536 tentang Verdovende Midellen Ordonantie yang diterjemahkan 

dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang-Undang ini bertujuan 

untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius 

lainnya yang tersebar dalam berbagai ordonantie. Di dalam Undang-

Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali 

beberpa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. 

Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tanggal 

12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan 

Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan 

sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di 

Hindia Belanda. 

3.  Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika; 

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai 

narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan 

sebelumnya. Undang-Undang No. 9 tahun 1976 ini diberlakukan pada 

tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 3086. 

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut : 
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a.  Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci; 

b.  Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan; 

c.  Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan 

rehabilitasinya; 

d.  Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi 

penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas 

pengangkutan serta penggunaan narkotika; 

e.  Acara pidananya bersifat khusus; 

f.  Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran 

tindak pidana narkotika; 

g.  Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika; 

h.  Materi pidananya banyak yang menyimapng dari KUHP dan 

ancaman pidana yang lebih berat. 

Latar belakang digantinya Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 

1927 No. 278 jo No. 536 dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini 

dapat dilihat pada penjelasan UU No. 9 Tahun 1976, diantaranya 

adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan 

perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun 

udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap 

narkotika di Indonesia. 

4.  Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan 

dimuat dalam Lembaran negara RI Tahun 1997 No. 3698. adapun yang 
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menjadi latar belakang diundangkannya UU No. 22 Tahun 1997 ini 

yaitu apeningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya 

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan 

secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara 

bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara 

mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkoba yang 

bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi 

dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana 

narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah 

menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. 

Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika 

Tahun 1971 dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1997 Tentang 

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang 

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan UU 

No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang 

jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan sebelumnya baik dari 

segi norma, ruang lingkup maupun ancaman pidana yang diperberat. 

Jenis Narkoba Yang Sering Disalahgunakan 

a.  Opioida (morfin, heroin, putauw dan lain-lain); 
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Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, 

ada yang alami, sintetik dan semi sintetik. Potensi menghilangkan nyeri 

dan menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat 

dibandingkan morfin.Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke 

dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. 

Pengaruh jangka pendek : hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa 

mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena over 

dosis. Pengaruh jangka panjang : Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan 

penyakit lain yang tidak dapat sembuh.  

b.  Ganja (marijuana, cimeng, gelek, hasis);  

Ganja mengandung THC (Tetrahydro-Cannabinol) yang bersifat 

psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan 

disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. 

Pengaruh jangka pendek : rasa gembira, peningkatan denyut 

jantung, untuk jangka panjang : perubahan permanen pada sel-sel otak.  

c. Kokain (kokain, crack, daun koka, pasta koka); 

Berasal dari tanaman koka golongan stimulansia, digunakan 

dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. 

Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual 

meningkat. Pengaruh jangka panjang : sekat hidung rusak dan 

gangguan kejiwaan. 

d.  Alkohol; 
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Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras 

golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan 

kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan 

C kadar etanol mencapai 20-45% seperti vodka, rum, gin, manson 

house. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat 

menyebabkan penggunanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek : 

mengakibatkan mabuk. Pengaruh jangka panjang : menyebabkan 

kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker. 

e. Golongan Amfetamin (amfetamin, ekstasi dan sabu); 

Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan 

disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek : perasaan 

menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul 

perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka 

panjang : penyakit janjtung dan gangguan psikotik. 

f.  Golongan Hallusinogen (lysergic acid/ LSD); 

Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan 

cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek : mengalami 

halusinasi. Pengaruh jangka panjang : dapat merusak sel-sel otak, 

kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.  

g.  Sedativa dan Hipnotika ( obat penenang dan obat tidur); 

Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya 

sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh 

lain. Dampaknya adalah resiko kematian. 
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h. Solven dan Inhalansia; 

Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa 

senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor 

dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat 

berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak . 

Pengaruh jangka pendek : dapat mengakibatkan mati mendadak. 

Pengaruh jangka panjang : kerusakan sistem tubuh secara permanen. 

i. Nikotin; 

Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang 

masuknya narkoba. 

j.  Kafein. 

Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa 

nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman kola. 

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, tujuan pengaturan 

tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas 

peredaran gelap narkotika (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1997). 

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran 

penggolongan didasarkan pada sindroma ketergantungan, sedangkan 

narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang 

bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan 
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dalam Undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Kesehatan. 

Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut : 

a. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. 

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 

dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan (Penjelasan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 


